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PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2O.A TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.A TAHT'N 2O2O TENTANG RTNCANA KER.'A PEMERINTAH

DAERATI (RKPDI KABUPATEN HALMAIIERA BARAT TAHI'N 2O2I

Menimbang '. a.

BUPATI IIALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2021 sampai dengan triwulan II Tahun
2021, menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan
perkembangan keadaan;

bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan
sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O2l
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan atas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 11.A Tahun 2O2O tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI
Tahun 1985 Nomor 80, Tambahal Lembaran Negara RI
Nomor 165);

Mengingat : 1.

b.

C.

o<



2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a26fl;

3. Undang-undangNomor 77 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahanlembaran Negara RI Nomor a286\;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
RI Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
a438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 139, Tambahankmbaran Negara RI Nomor

$s77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (kmbaran Negara RI Tahun 2OO7

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara RI
Nomor 63221;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Bvaluasi Rancangan Evaluasi Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7312);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72O Tahun
2Ol8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2079
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9
tentang Klasif,rkasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunarl dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah TahunAngga-ran 2O2l;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7
tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2O2O-2O24;

[7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5
Tahun 2072 tentang Prosedur Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
4.A Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera
Barat Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2O2I tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 Tahun 2076
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD 2OOS - 2025) Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11.A TAHUN 2O2O
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DATRAH
(RKPDI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
202L



Pasal 1

Ketentuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 1.A Tahun 2O2O tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2O2l diubah sebagaimana tersebut dalam iampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal : 24 Agustus 2O2L

BUPATI RA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkandi : Jailolo
pada tanggal : 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAtrRAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAH ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 31

Salinan sesuai aslinga
Kepala Bagian Hukum dan Organisasr
Setda Kab. Halmahera Barat

Ass.Bid. Pemb. Eko &
Kesra


